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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku
ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia
No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis
katakata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa
Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman
transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan
tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda

sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan
transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab

i Alif Tidak Tidak dilambangkan

dilambangkan

@ Ba B Be




Ta T Te
Sa $ es (dengan titik di atas)
Jim J Je
Ha h ha (dengan titik di
bawah)
Kha Kh ka dan ha
Dal D De
Zal V4 Zet (dengan titik di
atas)
Ra R er
Zai Z zet
Sin S es
Syin Sy es dan ye
Sad $ es (dengan titik di
bawah)
Dad d de (dengan titik di
bawah)




B Ta t te (dengan titik di
bawah)

L Za z zet (dengan titik di
bawah)

& "ain ) koma terbalik (di atas)

't Gain G ge

_a Fa F ef

K Qaf Q ki

3 Kaf K ka

J Lam L el

a Mim M em

O Nun N en

E Wau w we

A Ha H ha

5 Hamzah ‘ apostrof

s Ya Y ye
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B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa
tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi VVokal Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab

Z Fathah A a

- Kasrah I I

e Dammah U u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa

gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab Nama Huruf Latin | Nama

Ll Fathah dan ya Al adanu

-

Vil



i Fathah dan wau Au adanu

Contoh:

- X Kataba

- J= faala

- % suila

- QS kaifa

- J5> haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
_.#.s..£+.) | Fathah dan alif atau A a dan garis di
ya atas
£ Kasrah dan ya I i dan garis di
atas
& K Dammah dan wau U u dan garis di
atas
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Contoh:

-oJe qala
- (A) rama
- Jda qila

- 3}3-1 yaqlu
D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah,
kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu

terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

. JukY 4a%5  raudah al-atfal/raudahtul atfal

= Bjjl’d\ “-‘:’m‘ al-madinah al-munawwarah/al-madinatul

munawwarah

-aslh talhah



E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid,
ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf
yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- d)—i nazzala

- 5 albirr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, yaitu J\, namun dalam transliterasi ini kata sandang

itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I”
diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang
itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan

dengan tanpa sempang.



G. Hamzah

ar-rajulu
al-galamu
asy-syamsu

al-jalalu

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:

2

¥

ta’khuzu
syai’un
an-nau’u

inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada

huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
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Contoh:

NGB VRN -1 B Wa innallaha lahuwa khair
ar-raziqin/

Wa innalladha lahuwa

khairurrazigin
- LLOs 3l aa Al oLy Bismillahi majrehd wa
mursaha
I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak
dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.
Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di
antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
- Oadlad) Gy b 2 Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
= e—‘éy\ uﬂﬁjn Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-
rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku

bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau

Xii



penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau
harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
- (’;-‘3‘) H5ee &) Allaahu gafiirun rahTm
- Gaed A3V A Lillzht QIS0 jamT an/Lillahil-

amru jami an
J. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan,
pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dengan llmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi

ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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ABSTRAK

Siti Nur Halimah 1219052, 2024, Restrukturisasi Akad Pembiayaan

Murabahah di Baitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan
Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang
murabahah yang menyatakan bahwa “bank membeli barang yang
diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah
dan bebas dari riba.” Menurut fatwa dewan syariah nasional tentang
murabahah disebutkan bahwa BMT harus membeli terlebih dahulu asset
yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan asset

tersebut kepada nasabah.

Penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian hukum
empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian
hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari
perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara
maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.
Peneliti mengkaji, menganalisis dan menggali informasi dengan
mencatat hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara detail
mengenai praktik pembiayaan dalam akad murabahah di Baitut Tamwil
Tazzaka Bojong Pekalongan dalam analisis Fatwa DSN-MUI No.
04/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini  menggunakan pendekatan
kualitatif. Pendekatan ini merupakan suatu prosedur penelitian yang
mengarah pada data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan
dari informan. Penulis bertujuan menggunakan pendekatan kualitatif,
yaitu untuk menjelaskan secara naratif hasil penelitian yang lebih konkrit

Xvii



dan mendalam. Pendekatan ini digunakan karena peneliti dapat
menyelidiki, mengamati dan mengumpulkan informasi yang diperlukan
baik secara tertulis maupun lisan, mengenai restrukturisasi yang terjadi
terhadap nasabah pada Baitut Tamwil Tazzaka dalam analisis fatwa
DSN-MUI No. 04 Tahun 2000.

Hasil penelitian ini bahwa Restrukturisasi akad pembiayaan
murabahah di Baitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan telah sesuai
dengan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:
04/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayan Murabahah. Restrukturisasi
akad pembiayaan murabahah adalah upaya solusi yang memerlukan
kehati-hatian agar tetap mematuhi prinsip syariah dan tidak merugikan
pihak terkait. Langkah ini dapat membantu nasabah mengatasi kesulitan
keuangan sambil melindungi kepentingan lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Fatwa DSN/MUI, Restrukturisasi, Akad Pembiayaan
Murabahah
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ABSTRACT

Siti Nur Halimah 1219052, 2024, Restructuring of Murabahah

Financing Contracts at Baitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan
Supervisor: Anindya Aryu Inayati, M.P.I

DSN-MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000, regarding
murabahah which states that "the bank purchases goods needed by the
customer on behalf of the bank itself and this purchase must be valid and
free from usury.” According to the fatwa of the national sharia council
on murabahah, it is stated that BMT must first purchase the assets

ordered by the customer legally and then offer the assets to the customer.

This research falls into the category of empirical legal research.
Empirical legal research is a legal research method that uses empirical
facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from
interviews and real behavior carried out through direct observation. The
researcher examines, analyzes and explores information by recording the
results of observations and interviews conducted in detail regarding
financing practices in the murabahah contract at Baitut Tamwil Tazzaka
Bojong Pekalongan in the analysis of DSN-MUI Fatwa No. 04 / DSN-
MUI / 1V / 2000. This study uses a qualitative approach. This approach
is a research procedure that leads to descriptive data in the form of
written or spoken words from informants. The author aims to use a
qualitative approach, namely to narratively explain the results of more
concrete and in-depth research. This approach is used because
researchers can investigate, observe and collect the necessary

information both in writing and verbally, regarding the restructuring that

XiX



occurred to customers at Baitut Tamwil Tazzaka in the analysis of DSN-
MUI fatwa No. 04 of 2000.

The results of this study are that the Restructuring of the
Murabahah financing contract at Baitut Tamwil Tazzaka Bojong
Pekalongan has been in accordance with the provisions contained in the
DSN-MUI Fatwa Number: 04/DSN/MUI/IV/2000 concerning
Murabahah financing. Restructuring of the Murabahah financing
contract is a solution effort that requires caution in order to comply with
sharia principles and not harm related parties. This step can help
customers overcome financial difficulties while protecting the interests

of Islamic financial institutions.

Keywords: DSN/MUI Fatwa, Restructuring, Murabahah

Financing Contract
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Bisnis Perbankan
Syariah Nomor 21 tahun 2008, prinsip-prinsip Syariah adalah
prinsip-prinsip kegiatan perbankan dalam hukum perbankan
Syariah yang ditentukan oleh hak untuk menentukan fatwa di
bidang Syariah. Penerapan prinsip hukum Syariah juga dapat
mengacu pada etika bisnis Islam yang berdasarkan Al-Qur’an
dan Hadits.* Prinsip muamalah merupakan alat melindungi dan
menjamin terlaksananya transaksi yang baik dan benar sesuai
hokum Syariah Islam. Hal ini didasarkan pada penerapan aturan
keuanganlislam, termasuk dalam produk pinjaman kepada
nasabah.?

Salah satu fungsi Lembaga keuangan Syariah adalah
menghimpun dana masyarakat, yang kemudian disalurkan
kembai kepada masyarakat melalui mekanisme pembiayaan
produktif dan konsumen. Menurut kode Syariah, mekanisme
pengumpulan dana dan keuangan didasarkan pada prinsip-
prinsip Syariah. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang perbankan Syariah, “pembiayaan adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah
dan Unit Usaha Syariah dengan pihak lain yang mewajibkan atau
diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah
jangka waktu tertentu dengan imbalan (ujrah), tanpa imbalan,
atau bagi hasil.?

Salah satu lembaga kredit mikro syariah di koperasi

1 M. Nur Rianto Al Arif, ‘Buku_Lemb Keu Sy.Pdf’, 2012, pp. 291-96.

2 St. Salehah Madjid, ‘Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah’, Jurnal Hukum
Ekonomi Syariah, 2.1 (2018), pp. 14-28, doi:10.26618/j-hes.v2i1.1353.

3 Undang-Undang Republik Indonesia, ‘Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan’,
1998.



adalah Baitut Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga
keuangan syariah yang memadukan konsep “Baitut tamwil dan
Baitul maal” tujuan operasional fokus pada sektor Usaha Kecil
dan menengah (UKM). Konsep Baitut tamwil (rumah
pengembangan real estate), yang melaksanakan kegiatan
pengembangan kewirausahaan produktif dan berinvestasi dalam
meningkatkan kualitas keuangan usaha mikro dan Kkecil,
mendorong antara lain kegiatan menabung dan menundukung
pembiayaan kegiatan ekonomi. Sementara itu, Baitut maal
(perbendaharaan) menerima simpanan dana zakat, infagq dan
sedekah serta mengoptimalkan penyalurannya sesuai dengan
aturan dan amanah.*

Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitut Tamwil Tazakka
Bojong Pekalongan merupakan salah satu Koperasi Jasa
Keuangan Syariah (KJKS) yang didirikan di Kecamatan Bojong
Wilayah  Administratif Pekalongan. Saat ini  dengan
bertambahnya jumlah koperasi di wilayah Bojong, persaingan
semakin meningkat sehingga tujuan pertumbuhan keanggotaan
tidak tercapai dan jumlah donatur semakin berkurang. Koperasi
Simpan Pinjam Syariah Baitut Tamwil Tazakka yang bergerak di
bidang Simpan Pinjam Syariah menawarkan berbagai layanan
syariah kepada masyarakat. Produknya antara lain pengumpulan
dana masyarakat seperti produk simpanan dan pinjaman modal.
Terikat oleh beberapa perjanjian, salah satunya adalah Perjanjian
Murabahah. Akad Murabahah merupakan akad terbuka yang
menentukan keuntungan antara penjual dan pembeli. Cara
pengumpulan dan pencairan dana masyarakat harus berdasarkan
prinsip syariah, yang menjadi salah satu ciri utama yang
membedakannya dengan bank tradisional. Peran penyaluran dana
ini memiliki produk keuangan seperti, pemberian pembiayaan

4 Herli Santomi, ‘Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bmt Assyafi'Iyah Kcp
Kota Metro Menurut Perspektif Ekonomi Islam’, 2016, p. 15.
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komersial dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan
perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Baitut tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan sebagai
kreditur wajib memperoleh dan memberikan bantuan pengurusan
serta memudahkan debitur dalam membayar utangnya.
Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit Apabila
terdapat kendala pada pembiayaan maka dilakukan tahap
penyelesaian melalui sistem yang disebut penyelesaian dengan
restrukturisasi kredit. Tahap penyelesaian melalui restrukturisasi
kredit ini memerlukan syarat-syarat yang paling penting, yaitu
keinginan dan itikad baik serta kesediaan debitur untuk
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank, karena
pengaturan kredit yang dilakukan melalui restrukturisasi
mengandung arti lebih banyak negosiasi dan solusi yang
ditawarkan oleh bank. Menyelesaikannya ke atas ketentuan
reorganisasi. Prosedur ini melibatkan peningkatan jumlah kredit
dan peningkatan ekuitas (menyetorkan uang dan dana tambahan
dari pemilik).®

Restrukturisasi bukanlah penghapusan utang, namun cara
yang lebih mudah untuk melakukan pembayaran utang. Jadi
utangnya masih ada. Bentuk bantuan atau pembiayaan kredit
adalah; menurunkan suku bunga, memperpanjang jangka waktu
pinjaman, mengurangi pokok utang, mengurangi bunga utang,
meningkatkan perjanjian kredit atau pembiayaan dan mengubah
kredit atau pembiayaan menjadi ekuitas sementara.® Mengenai
Murabahah sendiri telah diatur jelas dalam fatwa DSN-MUI No:
04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah yang menyatakan
bahwa “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas

> Husein Adi Negoro and Rofiul Wahyudi, ‘Strategi Pemasaran Dalam
Meningkatkan Nasabah Produk Pembiayaan Murabahah Pada Kspps Baitut Tamwil
Tazakka’, Journal of Global Business and Management Review, 3.1 (2021), p. 52,
doi:10.37253/jgbmr.v3i1.4985.

® Otoritas Jasa Keuangan, ‘Delapan Hal Yang Perlu Kamu Tahu Tentang
Restrukturisasi Kredit Pembiayaan’, Www.Ojk.Go.ld, 2020.



nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari
riba.” Menurut fatwa dewan syariah nasional tentang murabahah
disebutkan bahwa BMT harus membeli terlebih dahulu asset
yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan
asset tersebut kepada nasabah.

Pentingnya Restrukturisasi akad pembiayaan murabahah
di Baitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan karena solusi yang
memerlukan kehati-hatian agar tetap memenuhi prinsip syariah
dan tidak merugikan pihak terkait. Langkah ini dapat membantu
nasabah mengatasi kesulitan keuangan sambil melindungi
kepentingan lembaga keuangan syariah.’

Murabahah yang berlangsung di BMT Tazzaka Bojong
Pekalongan merupakan jual beli antara nasabah dengan BMT
dimana nasabah (mudarib) mencari pembiayaan kepada BMT.
BMT Tazzaka memberikan modal 100% kepada perusahaan atau
membeli barang sesuai kebutuhan nasabah, setelah itu BMT
mengumpulkan informasi dan survey mengenai nasabah yang
ingin meminjam uang modal. Setelah mengumpulkan informasi
dan hasil penelitian, BMT mengadakan kontrak. Setelah itu,
BMT Tazzaka dan klien melakukan negosiasi hingga BMT
menerima usulan kontrak klien dengan syarat analisa yang telah
ditetapkan olen BMT. Namun dalam prakteknya terkadang
terjadi ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah
yang tidak memenuhi kewajibannya kepada BMT sesuai
kesepakatan yang telah disepakati, baik disengaja maupun tidak
disengaja karena keadaan yang memaksa. Agar dapat bertahan
dalam persaingan lembaga keuangan syariah khususnya BMT,
maka BMT harus berupaya mengatasi permasalahan
pembiayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan
tuntutan hukum terhadap para nasabahnya apabila mereka
mengingkari  janjinya  sehubungan  dengan  perjanjian

7 Fathiyah Abdillah, Accounting KSPPS BMT Tazzaka, Wawancara Pribadi,
Pekalongan 29 Oktober 2024.
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perundingan, yaitu dengan menata kembali nasabah keuangan
murabahah yang iurannya terhenti. Restrukturisasi kontrak bekas
mempertahankan kontrak asli, namun hanya jangka waktu
pengalihan yang diperpanjang dan margin ulang kembali serta
mengakad ulangkan kembali. Tetapi yang terjadi dalam baitut
tamwil tazzaka Bojong Pekalongan vyaitu, ketika nasabah
mengalami restrukturisasi dalam waktu jangka panjang maka
BMT melaksanakan akad ulang kembali menggunakan akad
murabahah serta margin ulang dengan mengganti biaya margin
yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dampak implikasi restrukturisasi di Baitut Tamwil
Tazzaka karena ditata ulang kembali, nasabah yang awalnya
mengalami kesulitan atau keberatan dalam mengangsur, ketika di
kecilkan biaya angsuran menyesuaikan dengan biaya
kemampuan, sehingga dikategorikan lancar. Jadi dari kedua
pihak baik BMT maupun nasabah ada manfaat dari dampak
implikasi restrukturisasi pembiayaan murabahah karena biaya
sudah di sesuaikan dengan kemampuan.®

Nasabah yang terestrukturisasi di BMT tazakka pada
tahun 2023 terdapat 20 nasabah dan pada tahun 2024 terdapat 28
nasabah. Kolektibilitas yang terjadi pada nasabah yang
terestrukturisasi ini disebabkan karena omset penjualan yang
menurun, bisnis yang berjalan tidak stabil, dan kebutuhan rumah
tangga yang meningkat, sehingga mengakibatkan kurangnya
kemampuan dalam membayar angsuran.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk
mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan restrukturisasi
di Baitut Tamwil Tazakka Bojong Pekalongan, karena adanya
perubahan kondisi ekonomi yang tidak setabil bahkan cenderung
menurun, kondisi semacam ini dapat mengakibatkan nasabah

8 Fathiyah Abdillah, Accounting KSPPS BMT Tazzaka, Wawancara Pribadi,
Pekalongan 29 Oktober 2024.



mengalami kesulitan dalam pembayaran, seperti kesulitan
pembayaran atau gagal bayar, hal ini dapat mengakibatkan
kerugian. Dengan adanya restrukturisasi dapat mengurangi
resiko bagi BMT Tazzaka dan nasabah, untuk menghindari gagal
bayar bagi nasabah dan dapat memastikan bahwa nasabah dapat
membayar kembali pembiayaan. Maka penulis tertatik untuk
mengkaji lebih mendalam dalam Skripsi yang berjudul
“Restrukturisasi Akad Pembiayaan Murabahah di Baittut
Mal Watamwil Tazakka Bojong Pekalongan."
B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
penulis merumuskan masalah dari penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana restrukturisasi akad pembiayaan murabahah di
BMT Tazakka Bojong Pekalongan dalam analisis Fatwa
DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/1VV/2000?

2. Bagaimana Implikasi restrukturisasi akad pembiayaan
murabahah di BMT Tazzaka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis restrukturisasi akad
pembiayaan Murabahah di BMT Tazakka Bojong
Pekalongan dalam analisis Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-
MUI/IVV/2000.

2. Untuk menjelaskan  Implikasi  restrukturisasi  akad
pembiayaan murabahah di BMT Tazzaka.

D. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:
1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah
keilmuan terkait teori-teori dan sumber hukum menurut
Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad
Pembiayaan di BMT Tazakka khususnya Akad Pembiayaan
Murabahah dengan Praktiknya.
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a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan
berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam
arti membangun, memperluas dan menyempurnakan teori
yang telah ada dan memberikan pemikiran terhadap
hukum ekonomi Syariah mengenai praktik Restukturisasi
Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Tazakka dalam
Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/1V/2000.
Yang kemudian diharapkan menjadi bahan bacaan serta
referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan
pengetahuan tentang Restukturisasi Akad Pembiayaan
Murabahah di BMT Tazakka Bojong Pekalongan.

2. Kegunaan praktis
Bagi penulis akan menambah wawasan serta
pengetahuan kepada para nasabah di BMT Tazakka
mengenai Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Tazakka

Bojong Pekalongan dalam analisis Fatwa DSN-MUI NO.

04/DSN-MUI/IV/2000, dan terkait praktik pembiayaan

murabahah. Dan bagi para praktisi perbankan Syariah untuk
lebih berhati-hati dalam akad dan memberikan pembiayaan
kepada nasabah, sehingga meminimalisir terjadi sengketa
salah satunya wanprestasi dalam akad pembiayaan

murabahah.

E. Penelitian Yang Releven

Ditemukan sejumlah karya ilmiah yang berkaitan dengan
topik restrukturisasi akad pembiayaan murabahah. karya-karya
tersebut berfungsi sebagai bahan perbandingan, sebagai
orisinalitas dan sebagai pembeda dari penelitian yang sudah ada.
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Reisha Mawarni Baity
(2021), IAIN Ponorogo, pada skripsinya yang berjudul
“Implementasi Restrukturisasi Murabahah di Masa Pandemi
Covid-19 pada Bank BJB Syariah KCP Bogor.” Dalam penelitian
ini, untuk mengetahui implementasi rekonstruksi pembiayaan



murabahah pada Bank BJB Syariah cabang Bogor dan
implementasi rekonstruksi pembiayaan berdasarkan POJK
Nomor 48/POJK.03/2020 dan Fatwa DSN MUI No.
47,48,49/DSN-MUI/11/2005 di Bank bjb syariah cabang bogor.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelesaian
pembiayaan murabahah di Bank BJB Syariah KCP Bogor
dilakukan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan Yyang
bermasalah.® Berdasarkan telaah skripsi tersebut terdapat
persamaan yaitu membahas mengenai praktik penyelesaian
pembiayaan murabahah. Adapun perbedaan dari penelitian ini
yaitu dengan mengakad ulang kembali dengan menggunakan
akad murabahah kembali dengan mengganti biaya margin yang
telah ditentukan sebelumnya.

Kedua, Wita Dera Tiranti (2019), IAIN Metro. Dalam
skripsinya yang berjudul “Mekanisme  Restrukturisasi
Pembiayaan Murabahah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional
Adiluwih Pringsewu.” Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti
lakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme restrukturisasi
pembiayaan murabahah yang digunakan BMT As syafiiyah
Berkah  Nasional Adiluwih  yaitu perubahan jadwal
(resecheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan
penataan kembali (restructuring) jarang digunakan atau
diterapkan oleh pihak BMT.'° Berdasarkan telaah dari skripsi,
terdapat persamaan pada skripsi yang peneliti lakukan yaitu
sama-sama membahas mengenai restrukturisasi yang kurang
lancar dan macet. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini

® Riesha Mawarni Baity, Trisiladi Supriyanto, and Siwi Nugraheni,
‘Implementasi Restrukturisasi Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank BJB
Syariah KCP Bogor’, Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance, 1.2 (2021), pp.
132-45, doi:10.21154/etihad.v1i2.3246.

10 Made Andri Rismayani, | Gusti Ayu Puspawati, and Ida Bagus Putu Sutama,
‘Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Bank Untuk Membantu Debitur Dalam
Menyelesaikan Tunggakan Kredit Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Thk
Denpasar’, Jurnal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013,
pp. 1-5.
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yaitu lebih fokus membahas mengenai perubahan jadwal
(resecheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan
penataan kembali (restructuring).

Ketiga, Afwan Hafizh, (2023). UINSU. Dalam skripsinya
yang berjudul “Mekanisme Restrukturisasi dalam Penyelesaian
Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Sumut Syariah
KC Medan Katamso.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
memahami mekanisme restrukturisasi dalam penyelesaian
pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Sumut Syariah KC
Medan Katamso. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa
Bank Syariah Sumut KC Medan Katamso dalam melaksanakan
mekanisme restrukturisasi terdapat prinsip-prinsip yang harus
dipatuhi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang
tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia dan dapat dikatakan
baik. Prinsip yang diterapkan Bank Sumut Syariah KC Medan
Katamso telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.
13/9/PB1/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia
Nomor 10/1/PBI1/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi
Bank Umum Syariah dan UUS. Yakni, penjadwalan ulang,
rekondisi, dan restrukturisasi.!’ Berdasarkan telaah skripsi
tersebut terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas
mengenai restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan
bermasalah. Dan adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu
membahas mengenai perubahan jadwal (resecheduling), yang
bertujuan  untuk mengatasi permasalahan  pembiayaan
bermasalah yang tergolong dalam kurang lancar dan macet, dan
mengakad ulang kembali dengan menggunakan akad murabahah

11 Afwan Hafizh and Nursantri Yanti, ‘Mekanisme Restrukturisasi Dalam
Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Sumut Syariah KC
Medan Katamso’, CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis, 3.2 (2023),
260-77 <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1207>.
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kembali dengan biaya margin yang tidak dihitung atau margin
ulang.

Berdasarkan  penelitian  terdahulu  diatas  dapat
disimpulkan bahwa beberapa penelitian terdahulu lebih
memfokuskan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah
dengan metode penelitian yang berdeba-beda yaitu dengan
metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif.
Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini berfokus pada
restrukturisasi dengan mengunakan akad pembiayaan murabahah
berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000
dengan menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan
kualitatif.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Restrukturisasi
Restrukturisasi berarti perubahan kondisi kredit atau
keuangan, termasuk peningkatan dana, dimana seluruh atau
sebagian kebijakan bunga merupakan modal pinjaman baru
atau seluruh atau sebagian Kkebijakan kredit. Apakah
perusahaan penanaman modal sedang menjalani reorganisasi.
Pengelolaan kredit merupakan upaya bank untuk memperbaiki
keadaan debitur yang mengalami kesulitan dalam memenubhi
kewajibannya, khususnya dalam operasional perkreditan.?
a. Penurunan suku bunga
b. Perpanjang jangka waktu
c. Penggurangan tunggakan bunga
d. Pengurangan tunggakan pokok
e. Menambah fasilitas pembiayaan
f. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal
Pengelolaan kredit merupakan upaya bank untuk
memperbaiki keadaan debitur yang mengalami kesulitan
membayar utangnya, khususnya dalam  operasional

12 |swi Hariyani, S.H., M.H, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet,

Jakarta: Compas Gramedia 2010, hal. 36
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perkreditan. Pemilik biasanya mengganti tim manajemen,
mengubah strategi, memperkenalkan teknologi baru ke
perusahaan dan kemudian memperoleh suku cadang penting,
menjual suku cadang yang tidak diinginkan, dan mengurangi
biaya pengadaan. Hasilnya adalah perubahan besar dalam
perusahaan atau industri. Strategi restrukturisasi memerlukan
tim manajemen yang positif jika perusahaan undervalued atau
mampu mengubah industri, dan restrukturisasi perusahaan
akan  meningkatkan dan  memaksimalkan efisiensi
perusahaan.®
Restrukturisasi bermasalah dapat dilakukan bila mana
nasabah memiliki itikad baik dalam melakukan pembiayaan
dapat dilihat kriteria nasabah dari prilaku nasabah yaitu:
a. Debitur bersedia untuk melakukan diskusi dalam rangka
menyelesaikan pembiayaan yang macet.
b. Debitur bersedia untuk memberikan data keuangan yang
benar terhadap bank.
c. Debitur meberikan izin terhadap bank dalam melakukan
pengecekan laporan keuangan.
d. Debitur berkenan untuk ikut program penyelamatan
pembiayaan yang macet dan menjalankan aturan yang telah
di tetapkan oleh bank.**
2. Pembiayaan Murabahah
a. Pengertian Murabahah
Murabahah adalah akad jual beli suatu barang,
dimana penjual menyatakan harga jual yang terdiri dari
harga pokok barang dan keuntungan tertentu, dimana

13 Eka Jaya Subadi, S.H., M.H., Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan,
Bantul, Yogyakarta: Juli 2019, hal. 105

14 Sintia Sintia, Choiriyah Choiriyah, and Meriyati Meriyati, ‘Analisis
Kebijakan Restrukturisasi Dan Non Restrukturisasi Nasabah Terhadap Produk
Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Bri Syariah KC A
Rivai Palembang’, Jurnal limiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 2.2 (2022),
pp. 395-410, doi:10.36908/jimpa.v2i2.85.
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pembeli menerima harga jual tersebut. Dalam akad

Murabahah, penjual (dalam hal ini bank) harus menyatakan

harga produk yang akan dibeli dan menentukan tingkat

keuntungan tambahan.

Menurut Wiroso dalam bukunya, murabahah
didefinisikan oleh para fugaha sebagai penjualan barang
sehingga biaya/ harga pokok (cost) barang tersebut ditambah
mark-up/ keuntugan yang disepakati. Karakteristik
murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu
pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan
jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.*®

Beberapa alasan mengapa transaksi murabahah
begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan
Syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Murabahah adalah mekanisme penanaman modal
jangka pendek dengan pembagian untung rugi atau bagi
hasil.

2. Mark-up (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang
menjamin bahwa bank mampu mengembangkan
dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga
dimana bank-bank Islam sangan kompetitif.

3. Murabahah menghindari ketidakpastian yang diletakkan
dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.

4. Murabahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut
campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah
partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah
hubugan kreditur dengan debitur.®

b. Rukun dan Syarat Murabahah

Adapun rukun-rukun murabahah adalah sebagai berikut:
1. Ba’iu (penjual)

15 Afriza Romadhon, ‘Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba

(Studi Kasus Pada BNI Syariah Tahun 2013-2015)’, 2017, pp. 13-28.

18 Turmudi, Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada

Lembaga Perbankan. 103-104
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Musytari (pembeli)

Mabi’ (barang yang diperjualbelikan)
Tsaman (harga barang)

ljab Qabul (pernyataan serah terima)

Ditinjau dari rukun-rukun murabahah, syarat-syarat

murabahah dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:

a.

b.

Syarat yang berakad (ba’iu dan musytari) cakap hukum
dan tidak dalam keadaan terpaksa.

Barang yang diperjual belikan (mabi’) tidak termasuk
barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara
transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan
cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.

Pernyataan serah terima (ijab gabul) harus jelas dengan
menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000
tentang Murabahah.
a. Ketentuan umum murabahah dalam bank Syariah:

1.

Koperasi dan anggota harus melakukan akad murabahah
yang bebas riba.

Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh
syariat Islam.

Koperasi membiayai sebagian atau seluruh harga
pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
Koperasi membeli barang yang dipelukan nasabah atas
nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sahdan bebas
riba.

Koperasi harus menyampaikan semua hal yang berkaitan
dengan, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
Koperasi kemudian menjual barang tersebut kepada
nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli
serta keuntugannya. Dalam kasus ini, bank harus
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada
nasabah berikut biaya yang diperlukan.



7. Anggota membiayai harga barang yang telah disepakati
tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau
kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan
perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad
jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara
prinsip menjadi hak milik bank.

b. Ketentuan murabahah kepada nasabah:

1. Anggota mengajukan permohonan dan janji pembelian
suatu barang atau aset kepada bank.

2. Jika koperasi menerima permohonan tersebut, ia harus
membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah
dengan pedagang.

3. Koperasi kemudian menawarkan aset tersebut kepada
nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya)
sesuai dengan janji yang telah disepakatinya.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah
untuk membiayai uang muka saat menandatangani
kesepakatan awal pemesanan.

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang
tersebut, biaya riil bank harus dibiayai dari uang muka
tersebut.

6. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah.

c. Ketentuan jaminan dalam murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar anggota
serius dengan pesanannya.

2. Koperasi dapat meminta anggota untuk menyediakan
jaminan yang dapat dipegang.

d. Ketentuan hutang dalam murabahah:
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1. Secara prinsip, penyelesaian hutang dalam transaksi
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain
yang dilakukan anggota dengan pihak ketiga atas barang
tersebut. Jika anggota menjual kembali barang tersebut
dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban
untuk menyeleaikan hutangnya kepada bank.

2. Jika anggota menjual barang tersebut sebelum masa
angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh
angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian,
anggota tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai
kesepakatan awal. la tidak boleh memperlambat
pembayaran angsuran atau meminta Kkerugian itu
diperhitungkan.

e. Ketentuan penundaan pembayaran dalam murabahah:

1. Anggota yang memiliki kemampuan membiayai tidak
dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.

2. Jika anggota menunda-nunda pembayaran dengan
sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui
Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

f. Ketentuan bangkrut dalam murabahah

Jika anggota telah dinyatakan pailit dan gagal

menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang

sampal ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan
kesepakatan.’
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian

hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu

17 DSN-MUI, ‘Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Murabahah’, Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2000, pp. 1-6.
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metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta
empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku
verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata
yang dilakukan melalui pengamatan langsung.!® Peneliti
mengkaji, menganalisis dan menggali informasi dengan
mencatat hasil observasi dan wawancara yang dilakukan
secara detail mengenai praktik pembiayaan dalam akad
murabahah di Baitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan
dalam analisis Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan ini merupakan suatu prosedur penelitian yang
mengarah pada data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis
atau lisan dari informan. Penulis bertujuan menggunakan
pendekatan kualitatif, yaitu untuk menjelaskan secara naratif
hasil penelitian yang lebih konkrit dan mendalam.
Pendekatan ini digunakan karena peneliti dapat menyelidiki,
mengamati dan mengumpulkan informasi yang diperlukan
baik secara tertulis maupun lisan, mengenai restrukturisasi
yang terjadi terhadap nasabah pada baitut tamwil tazzaka
dalam analisis fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000.%
Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Baitut Tamwil
Tazzaka Pekalongan. alasan penulis memilih lokasi ini
sebagai penelitian, karena sebelumnya peneliti sudah
melakukan pra survey terlebih dahulu dan kemudian peneliti
mendapatkan bahwa lokasi tersebut memiliki karakteristik
dan permasalahan yang layak untuk dilakukan penelitian.
Selain itu, peneliti juga sudah mendapatkan izin dari lokasi

18, Dr. Hj. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn. Metodologi

Penelitian Hukum, (Jakarta: Mandar Maju. 2022), him. 102.

19 exy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Remaja

Yosdakarya, 2005), him. 6.
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tersebut untuk menganalisis dan melakukan penelitian
terhadap permasalahan yang ada.
4. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain
menyusun dan mengumpulkan data penelitian, peneliti
masing-masing menggunakan data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh
secara langsung dari sumber asli (tidak melalui
perantara).?’  Peneliti mewawancarai manager,
Accounting dan nasabah mengenai akad pembiayaan
murabahah di Baitut Tamwil Tazzaka dan mewawancarai
nasabah yang menggunakan akad pembiayaan murabahah
di Bitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang telah
tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.?* Sumber data
sekunder meliputi bahan Hukum Primer, Bahan Hukum
Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum
Primer berisi tentang fatwa DSN-MUI. Bahan hukum
sekunder meliputi jurnal, kasus-kasus hukum, dan hasil
penelitian lain yang berkaitan dengan topic penelitian ini.
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang
memebrikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Meliputi
kamus umum, kamus hukum, jurnal-jurnal, artikel
maupun kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Tektik Pengumpulan Data
Tektik pengumpulan data yang akan digunakan
dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Observasi

20 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian-Pendekatan
Praktis dalam Penelitian, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2010), h. 171.

21 Sumadi Surabrata, Metodologi Penelitian, ( Jakarta: PT. Gaja Grafindo
Persada, 2013), h. 39.
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Observasi didefinisikan sebagai suatu proses
melihat, mengamati, dan mencermati perilaku secara
sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi
dilakukan di Baitut Tamwil Tazzaka Bojong
Pekalongan untuk mendapatkan data tentang praktik
pembiayaan akad murabahah.

. Wawancara

Secara umum wawancara merupakan dua
pihak yang melakukan suatu interaksi hubungan agar
memperoleh data yang diinginkan dari penelitian
lapangan dengan melalui wawancara. Dalam
penelitian ini dilakukan kepada nasabah dan pegawai
BMT Tazakka. Wawancara ditujukan kapada nasabah
yang melaksanakan akad dan manager di BMT
Tazakka, wawancara juga dilakukan secara berulang
kali sampai mendapatkan informasi yang lebih
lengkap tentang akad pembiayaan murabahah di
BMT Tazakka Bojong Pekalongan.

Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi merupakan
laporan secara tertulis mengenai peristiwa yang akan
diteliti atau catatan peristiwa yang sudah berlalu.??
Dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data
seperti catatan harian, kontrak dan sebagainya. Untuk
mendapatkan dokumentasi yang mendukung pada
penelitian ini seperti pengambilan gambar serta
dokumen seperti akad yang dilakukan guna
mendapatkan dokumentasi yang mendukung.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang

dilakukan untuk mengelompokkan data berdasarkan tema-

22 Sulistyowati Irianto dan Shidara, Metodologi Penelitian Hukum Konselasi

dan Refleksi, (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2009), 310.
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tema yang timbul dari catatn lapangan serta temuan-temuan
penelitian. Analisis data dalam penelitian ini yaitu data yang
terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan
tektik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan
secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui
wawancara, dokumen-dokumen dari BMT maupun karya
ilmiah lainnya dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit
dan valid mengenai analisis Fatwa DSN-MUI No. 04/dsn-
mui/iv/2000 tentang Murabahah.
H. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN, membahas mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, penelitian yang releven, kerangka teori, metode
penelitian, dan sistematika Pembahasan.

BAB Il : RESTRUKTURISASI AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH. Pembahasan ini berkaitan dengan teori-teori
ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian
sehingga bisa menjadi tolak ukur dari penelitian, mencakup
landasan teoritis atau konsep yang mendukung penelitian
tersebut, yang meliputi: pengertian Restrukturisasi, tahapan-
tahapan restrukturisasi, kebijakan restrukturisasi, dan syarat-
syarat restrukturisasi. Pengertian pembiayaan, dan jenis-jenis
pembiayaan. Pengertian akad murabahah, rukun murabahah,
syarat-syarat akad murabahah, jenis-jenis akad murabahah dan
dasar hukum akad murabahah.

BAB Il : PRAKTIK RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT TAZAKKA. Bab ini
membahas tentang gambaran umum BMT Tazakka Bojong
Pekalongan. Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Tazakka
Bojong Pekalongan. Dan yang terakhir peneliti menjelaskan
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faktor-faktor yang melatarbelakangi pembiayaan murabahah
bermasalah di BMT Tazzaka Bojong Pekalongan.

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK RESTRUKTURISASI
AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT TAZZAKA
BOJONG PEKALONGAN, Bab ini menguraikan tentang Hasil
dan rumusan masalah yang pertama, tentang praktik
restrukturisasi akad pembiayaan murabahah yang berlandaskan
pada teori-teori. Kedua, menganalisa tentang praktik akad
pembiayaan murabahah pada BMT Tazakka Bojong Pekalongan
dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/1VV/2000.
Dan menjelaskan implikasi restrukturisasi akad pembiayaan
murabahah di BMT Tazzaka Bojong Pekalongan.

BAB V : PENUTUP. Bab ini menerangkan tentang
simpulan dan saran.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian, pengamatan serta
analisis peneliti, maka  kesimpulan  dari analisis

Restrukturisasi akad Pembiayaan Murabahah di BMT

Tazzaka Bojong Pekalongan dalam Perspektif Fatwa DSN-

MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

1. Analisis Praktik Restrukturisasi Akad Pembiayaan
Murabahah di BMT Tazzaka Bojong Pekalongan
berdasarkan Fatwa DSN MUl  Nomor:04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah  belum
sesuai, dikarenakan belum terpenuhinya salah satu rukun
dalam akad pembiayaan Murabahah yakni objek (Ma’qud
Aalaih) yang diakadkan tidak ada atau belum nyata pada
saat akad berlangsung. Pada saat akad BMT hanya
melimpahkan kekuasaan untuk membeli objek akad
kepada pembeli atau nasabah sesuai dengan kesepakatan.
Meskipun objek akad Murabahah tersebut sesuai syariat
Islam, yakni bukan barang yang haram, berupa kendaraan
bermotor ataupun handphone.

2. Implikasi Restrukturisasi Akad Pembiayaan Murabahah,
adalah BMT Tazzaka memilih menambahkan dari
pembiayaan dengan dasar hasil penilaiannya bahwa
masalah yang dihadapi nasabah adalah keterbatasan dana
untuk membayar cicilan pembiayaan. Selanjutnya untuk
penghapusan tunggakan pokok dan margin pada saat
rekstrukturisasi pembiayaan hal ini akan mengurangi
pendapatan pembiayaan. Tapi dengan penghapusan dan
pengurangan tunggakan tersebut dapat mengurangi
beban nasabah, sedangkan pada jangka waktu
pembiayaan  melalui restrukturisasi  merupakan
penambahan jangka waktu dari jangka waktu semula,

80
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misalnya jangka waktu pembiayaan pertama 4 (empat)
tahun dan pada tahun ketiga pembiayaan bermasalah
kemudian dilakukan restrukturisasi pembiayaan dengan
penambahan  waktu yang menampung satu tahun
pembiayaan bermasalah yang lama. Hal ini memang
memberikan kesempatan bagi nasabah untuk tetap
menjalankan usahanya tanpa terbebani pembiayaan
bermasalah. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa
penambahan jangka waktu tersebut akan mengikat hidup
nasabah pada upaya penyelesaian pembiayaan.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah khususnya BMT
Tazzaka Bojong Pekalongan untuk lebih memperhatikan
rukun dan syarat pembiayaan Murabahah dengan
meningkatkan ~ kesadaran ~ dan pemahaman terkait
peraturan yang telah ada. Sehingga ke depannya dapat
berjalan sesuai peraturan dan syariat tentunya. Serta
terhindar dari hal yang tidak diinginkan baik oleh pihak
BMT maupun dari pihak yang lain.

2. Bagi para nasabah untuk tetap teliti dalam melakukan suatu
transaksi pembiayaan khususnya pembiayaan Murabahah,
sehingga terhindar dari perbuatan yang mengandung unsur
yang di luar syariat Islam.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data
lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik.
Namun, dalam penelitian ini memiliki keterbatasan dalam
penyajian data, seperti kurangnya narasumber atau nasabah
yang dapat di wawancarai. Dan diharapkan bagi peneliti
selanjutnya lebih  mengembangkan ruang lingkup
penelitian. Dalam proses pengumpulan data, hendaknya
menggunakan teknik yang diperkirakan dapat lebih optimal
dalam mendapatkan data yang diperlukan.
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